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Abstract
The authority to grant permits for mining operations changed from the original
centralistic one to decentralized. In its implementation, this caused many
misinterpretations, causing the products to be out of sync at various levels and
sectors. And this is the main cause of the rise of unconventional mines, in addition
to other causes. For example tin prices are soaring. Behind it all, of course, the
main trigger is the inappropriate use of the licensing concept adopted both in
Government Regulation Number 75 of 2001 and in the Mineral and Coal Mining
Act No. 4 of 2009. The IUP concept adopted is apparently a concession.
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Intisari
Kewenangan pemberian perizinan pengusahaan pertambangan berubah
dari yang semula bernuansa sentralistik menjadi desentralistik Dalam
implementasinya hal tersebut menyebabkan banyak penafsirn yang keliru,
sehingga menyebabkan produk – produk tidak sinkron di berbagai level dan
sector. Dan ini merupakan penyebab utama maraknya tambang inkonvensional,
disamping penyebab lainnya. Misalnya harga timah yang melonjak. Di balik itu
semua tentunya yang menjadi pemicu utama adalah tidak tepatnya penggunaan
konsep perizinan yang diadop baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001 maupun dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Nomor 4 Tahun 2009. Konsep IUP yang dianut ternyata adalah merupakan
konsesi.
Kata Kunci : Perjanjian, Penambangan, Timah Bangka
A. Pendahuluan
Penegakan hukum lingkungan harus ditinjau lebih luas kearah penegakan
hukum pada umumnya secara makro. Penegakan hukum dapat berjalan dengan
baik bergantung dari tiga faktor yang esensial yaitu : adanya peraturan perundang
– undangan yang memadai, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum
dan kesadaran hukum masyarakat.1
Hukum dibuat untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan
hukum oleh petugas hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung
jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sikap yang
tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan
tanggung jawab akan menimbulkan sikap kurang peduli dari masyarakat dan
memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya “onrecht”.2
Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakuran dan keadilan dalam
lingkungan masyarakat. Apabila aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan
sanksi yang tegas. Di negara Indonesia masih banyak orang – orang yang
melanggar hukum atau peraturan. Peraturan – peraturan yang sudah disepakati dan
ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di
kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi – instansi
termasuk lembaga pendidikan atau sekolah – sekolah. Kesadaran hukum dengan
hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan
faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber
segala hukum adalah kesadaran hukum. Menurut pendapatnya maka yang disebut
hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka
Undang – Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang
akan kehilangan kekuatan mengikat. Hukum pula berlaku bagi Warga Negara
Indonesia yang melakukan kegiatan penambangan liar. Aktivitas pertambangan
1 Soerjono Soekanto, Makna Hukum dalam Perkembangan Sosial Indonesia, Dalam Buku “Tata
Cara Penulisan Karya Tulis ILmiah Dibidang Hukum”, Cetakan ke-2, Glalia Indonesia, Jakarta,
1983, Hlm.94
2 A. Mukhti Fajar, Tipe Negara Hukum, Bayu Media Publishing, Malang-Jawa Timur, 2004, hlm.5
tanpa izin dari pemerintah dan melanggar Undang – Undang mengenai
pertambangan sesuai dengan Undang – Undang mengenai pertambangan sesuai
dengan Undang – Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.
Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Propinsi Kepulauan Babel)
memiliki potensi timah yang cukup besar, tersebar di darat, sungai dan pantai.
Potensi ini telah ditambang sejak ratusan Tahun lalu, dan saat ini cadangan di
daratan tinggal sebagian kecil yang tersisa serta sebagian besar adalah merupakan
ampas dari penambangan masa lalu. Peranan komoditas timah dari daerah telah
memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian
daerah. Nilai ekspor timah Tahun 2004 cukup signifikan 88.44% dari total ekspor
propinsi ini, tetapi Tahun 2005-2008 mengalami penurunan. Di lain pihak, dengan
menurunnya pendapatan masyarakat dar usaha lada putih dari usaha 10 Tahun
terakhir, yang sebelumnya merupakan primadona ekspor bagi propinsi kepulauan
Babel, membuat masyarakat beralih ke usaha tambang timah yang mulai
dipandang menarik dan menjanjikan sebagai pengganti usaha lada putih.
Terbitnya Kepmen Perindag No. 443/2002 tentang perubahan atas
lampiran Kepmen Perindag No.558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum
dibidang ekspor, Permendag No. 07/MDAG/PER/4/2005 tentang perubahan atas
Kepmen Perindag No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor, yang diubah terakhir dengan Kepmen Perindag No.
385/MPP/KEP/6/2004 telah memberi peluang yang luas bagi pekembangan
industry pengolahan timah di daerah, terutama di Propinsi Kepulauan Babel.
Peluang tersebut direspon daerah, awalnya kabupaten Bangka memberikan
izin usaha pertambangan timah. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
No. 6/2001 tentang Pengolaan Pertambangan umum. Perda Kabupaten Bangka
No. 2/2001 tentang penerapan dan pengaturan tatalaksana barang strategis, serta
Perda Kabupaten Bangka No. 21/2001 tentang pajak pertambangan umum dan
Mineral ikutannya sebagai tindak lanjut pemberlakuan Kepmen Perindag diatas.
Kemudian diikuti oleh Kabupaten atau kota lainnya di Propinsi Kepulauan Babel.
Berbagai perda tersebut dilatarbelakangi oleh kebjakan pembangunan daerah yang
berorientasi peningkatan PAD, sehingga pengelolaan pertambangan menganut
asas konservasi radikal, “gali terus selagi harga tinggi” tanpa dibarengi
pengelolaan lingkungan yang memadai. Akibatnya tambang inkonvensional
tumbuh subur yang diikuti perkembangan smelter swasta yang melebur timah dan
melakukan ekspor logam timah tanpa merk. Penyelundupan terak dan bijih timah
akhirnya marak, tata niaga timah semakin tidak sehat, dipasaran terjadi kelebihan
penjualan, karena pemasaran bijih timah tidak terkendali, bebas. Produksi tidak
lagi dikontrol oleh kuota tetapi harga, yaitu harga bebas dari pasar bebas. Secara
makro ekonomi nasional, kerugian negara dari royalty (3%) diperkirakan
mencapai US$ 13.500.000 per Tahun, belum termasuk pajak dan retribusi
pertambangan lainnya. Sementara itu kerusakan dan penurunan kualitas
lingkungan membutuhkan anggaran pengelolaan lingkungan sekitar US$
4.500.000 per Tahun.3
Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan
sebagai upayadasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam
pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu
hidup, perlu dijaga keserasianantar berbagai usaha dan/atau kegiatan.4 Kegiatan
Pertambangan Inkonvensional timah di Pulau Bangka sangat memprihatinkan.
Seiring dengan itu pembangunan Smelter (Pabrik pengolahan timah balok) juga
mengalami peningkatan sangat tajam. Maraknya pembangunan smelter – smelter
baru ini juga menjadi ancaman besar akan terjadinya pencemaran lingkungan. Hal
ini dikarenakan pembangunan smelter baru tersebut dalam pengelolaan dari biji
timah menjadi timah balok terindikasi kurang mempertimbangkan sisi
lingkungan.5 Dengan kata lain hal ini merupakan salah satu sisi negatif dari
kehadiran korporasi yang justru menimbulkan pencemaran, pengurasan sumber
daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak dan lain – lain.
3Bambang Yunanto, Kajian Problema Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung, JUrnal Teknologi Mineral dan Batu Bara, Vol.5 No.3, hlm.97-113
4 Waty Suwarty Haryono, Pelaksanaan Ijin Lingkungan oleh Kegiatan Wajib Amdal atau Wajib
UKL-UPL, Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.2.
5Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, Implementasi Teori Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi kaitannya dengan Kejahatan Korporasi, 2006.
Disini penulis menyoroti bukan pada maraknya penambangan illegal yang
marak terjadi hampir diseluruh wilayah Kepulauan Bangka akan tetapi lebih
kepada proses pemberian izin kepada pengepul – pengepul dan smelter – smelter
timah itu sendiri dimana sampai sejauh mana peran serta pemerintah daerah dalam
melakukan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarakan kepada mereka.
Serta perlindungan dan solusi kepada para penambang inkonvensional agar
mereka tetap dapat melakukan kegiatan menambang dengan baik dan tidak
merusak lingkungan serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan
pemerintah daerah.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan bahwa pengepul
– pengepul ataupun smelter – smelter swasta yang berbadan hukum CV dan PT
juga dapat menerima pasir timah dari para penambang – penambang
Inkonvensional secara diam – diam padahal seharusnya untuk pengepul hanya
boleh menerima pasir timah dari hasil penambangan yang dilakukan oleh para
penambang skala kecil yang telah memperoleh IPR (Ijin Penambangan Rakyat)
dan untuk smelter sendiri menerima pasir timah dari tambang milik smelter itu
sendiri, karena tidak adanya pengawasan dari semenjak ijin dikeluarkan sampai
dengan pengepul dan smelter itu beroperasi memberikan celah untuk menerima
pasir timah yang tidak sesuai dengan ijinnya, yang menjadi salah satu faktor
penyebab tingginya tambang inkonvensional juga karena smelter dan pengepul
membutuhkan pasokan pasir timah yang besar agar proses produksi tetap berjalan
sehingga biaya operasional dapat tertutupi.6
Emil Salim mengemukakan bahwa, jaringan hubungan timbal balik antara
manusia dengan segala jenis benda, zat organis dan bukan organis serta kondisi
yang ada dalam suatu lingkungan membentuk suatu ekosistem. Jaringan hubungan
dalam ekosistem ini bisa tumbuh secara stabil apabila berbagai unsur zat dalam
lingkungan ini berada dalam keseimbangan.7
6Hasil Penelitian di Lapangan di Pulau Bangka Belitung Tahun 2019
7Sudirman, Andi Hamsah, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasioanl Batimurung Bulusarung, 2007.
Sehubungan yang demikian erat dan ketergantungan manusia terhadap
lingkungannya, seyogyanya menimbulkan kesadaran akan pentingnya
keberlanjutan lingkungan hidup yang lestaridan seimbang sehingga hal tersebut
perlu diatur dengan jelas, apalagi sebagian besar negara di dunia ini menganut
sistem atau mengklaim negaranya sebagai negara hukum.
Pada dasarnya peraturan perundangan yang ada di Indonesia sudah cukup
baik untuk mengatur dan mengontrol dari proses pemberian ijin sampai dengan
proses penambangan agar dapt berdampak positif baik itu kepada lingkungan
ataupun kepada masyarakat itu sendiri, seperti yang terdapat pada UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal I
ayat (1) menerangkan :
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan
dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam
itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk
hidup8
UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (1) menerangkan :
Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara Damien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling
singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 Tahun dan denda paing sedikit Rp.
3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah)9
Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkugan Hidup sudah sangat baik mengatur dan memberikan
sanksi yang cukup tegas bagi pelanggarnya akan tetapi yang menjadi menarik
adalah berdasarkan survey dan wawancara dengan beberapa orang pelaku
penambangan illegal, lokasi tambang illegal yang saat ini mereka lakukan
8Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009
9 Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009
penambangan adalah lokasi – lokasi tambang yang dulunya adalah tambang –
tambang ex PT. Timah yang sudah ditinggalkan oleh PT. Timah dan belum
dilakukan proses rehabilitasi sehingga terbengkalai dan dalam kondisi rusak, hal
ini menjadi mnarik dikarenakan apabila penambangan ini dikenakan Pasal 98 UU
No. 32 Tahun 2009 tentang perusakan lingkungan hidup menjadi kurang tepat
kondisi lokasi tambang sudah dalam kondisi rusak. Sesuai dengan Undang –
Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan :
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan kata lain dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ini
mengandung makna bahwa pembangunan ekonoi nasional juga ditekankan harus
selaras dengan masalah sosial dan lingkungan, Hal ini tertuang dalam pasal 33
ayat (4) yaitu, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan
dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Maka tindakan penambangan ilegal dapat dikategorikan dalam pencurian,
dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 362 menyebutkan :
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama limaTahun atau
pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka
penulis merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan kewenangan pemberian perizinan dalam
pengesahan pertambangan berdasarkan Undang – Undang No 11
Tahun 1967 dan setelah berlakunya Undang – Undang No. 4 Tahun
2009 tentang pertambangan mineral dan batubara?
2. Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan –
permasalahan hukum di bidang perizinan pertambangan dengan
ditandai maraknya “Tambang Inkonvensional” di Pulau Bangka?
Berdasarkan Perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penilitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan pengertian tentang kewenangan pemberian perizinan
pengelolaan pertambangan setelah berlakunya Undang - Undang  No.
4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor – faktor yang menyebabkan
terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan ditandainya
maraknya Tambang Inkonvensional di Pulau Bangka.
C. Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif
yaitu dengan mengkaji data sekunder.10 Penelitian ini sering disebut
juga penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang
menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-
asas hukum, khususnya kaidah – kaidah hukum positif yang berasal
dari bahan – bahan peraturan perundang – undangan.
D. Pembahasan
1. Pengesahaan Pertambangan berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun
2009
Tahun 2009 merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan
batubara di Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menggantikan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
10Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2008, hlm.5
Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967). Perubahan mendasar yang terhadu
adalah perubahan dari sistem kotrak karya dan perjanjian menjadi sistem
perizinan, sehingga Pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan
pelaku usaha dan menjadi pihak yang memberi izin kepada pelaku usaha industri
pertambangan mineral dan batubara. Kehadiran UU Minerba tersebut menuai pro
dan kontra. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa beberapa kebijakan
dalam UU Minerba tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait dalam UU
Minerba tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan kegiatan
usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara memberikan hambatan
masuknya bagi pelaku usaha tertentu.
UU Minerba mengandug pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Mineral dan batbara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh
negara da pengembangan serta penyalahgunaannya dilaksanakan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat
setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan
izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan
pemerintah daerah
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kesil dan menengah serta
mendorong tumbuhnya industry penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembngunan berkelanjutan, kegiatan usaha
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan
hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.
Ada beberapa pengertian dasar yang diberikan dalam undang-undang
nomor 4 tahun 2009. Pertama, pengertian, pertambangan yang ditegaskan sebagai
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, ekslorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kedua yang dimaksud
dengan mineral adalah senyawa organic yang terbentuk di alam, yang memiliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Ketiga, pengertian
batubara adalah endapan senywa organik  karbonan yang terbentuk secara alamiah
dari sisa tumbuh-tumbuhan. Keempat pengertian, pertambangan Batubara adalah
pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas
bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Yang dimaksud dengan usaha
pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan seta pascatambang.
Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Berbicara kemakmuran rakyat sangat erat kaitannya dengan
konsep negara hukum kesejahteraan. Seperti dikatakan oleh Tuti Widyaningrum,
The welfare state is closely related to the obligations and responsibilities of the
state in realizing social welfare.11 Oleh karena itu kekayaan alam berupa minerba
di Indonesia harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
11 Tuti Widyaningrum, SHS Web of Conferences 54, 03008 (2018),
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403008, ICOLGAS 2018, pagee.3
Selanjutnya penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh
pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menetapkan
kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam
negeri.
Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada di
tangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya masing-masing. Penentuan wilayah pertambangan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009,
ditetapkan bahwa wilayah Pertambangan merupakan bagian dari tata ruang
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat) setelah berkoordinasi dengan
Pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah
Pertambangan terdiri dari : (a) Wilayah Usaha Pertambangan yang ditetapkan oleh
pemeritah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan disampaikan secara tertulis
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam satu wilayah Usaha Pertambangan
terdiri satu atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan, (b) Wilayah
Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (c) Wilayah Pencandangan negara
yang ditetapkan Pemerintah untuk Kepentingan strategis nasional yang
dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka
menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Hingga saat ini penentuan
Wilayah Usaha Pertambangan sesuai tata ruang yang ada, belum ditetapkan oleh
Pemerintah, sehigga Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan
untk menerbitakan Izin Usaha Pertambangan, juga belum bisa menerbitkannya
sampai saat ini. Dalam pemberian izin usaha industri yang dilakukan secara
sepihak oleh pemerintahtidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan
persyaratan menurut kehendaknyasendiri secara sewenang-wenang.12
Jenis usaha pertambangan dikelompokkan atas : (a) Pertambangan
Mineral, yang mecakup : (a.1) pertambangan mineral radioaktif, (a.2)
12 Januar Agung Saputera, Fungsi Ijin Usaha Industri Sebagai Sarana Dalam Pelestarian
Lingkungan hidup, Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.5
pertambangan mineral logam, (a.3) pertambangan mineral bukan logam, (a.4)
pertambangan batuan dan (b) Pertambangan Batubara. Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengadopsi beberapa
bentuk perizinan, yaitu:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), adalah izin usaha melaksanakan
pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai
kewenangannya (Pasal 1 angka 7) yang mencakup:
(a) IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan (Pasal 1
angka 8);
(b) IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi (Pasal 1 angka 9). IUP Operasi Produksi terdiri atas kegiatan
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta
pengangkutan dan penjualan.
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan
investasi terbatas yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai
kewenangannya (Pasal 1 angka 10). Bupati/Walikota memberikan IPR
terutama kepada penduduk setempat baik perorangan dengan luas maksimum 1
hektare maupun kepada kelompok masyarakat dengan luas maksimum 5
hektare dan/atau koperasi dengan luas maksimum 10 hektare. Hal ini dapat
dilimpahkan kepada camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK : Pasala 1
angka 11). Wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUPK (Pasal 1 angka 35).
IUPK terdiri atas dua tahapan :
(a) IUPK untuk tahapan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan kegiatan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi
kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka
12).
(b) IUPK tahapan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah
selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1
angka 13)
Sehubungan dengan bentuk-bentuk perizinan di atas, terdapat hal
mendasar yang perlu dikaji tentang makna dari IUP. Yang menjadi pertanyaan
yurids disini adalah apakah berbagai bentuk perizinan dimaksud termasuk izin
dalam makna “izin pada umumnya” (gewone vergunning), ataukah tergolong
dispensai (dispansastie), dan ataukah dalam makna konsesi (concessie)
sebagaimana konsep perizinan yang dikemukakan oleh Van der Pot.
2. Faktor Faktor Mempengaruhi Terjadinya Pertambangan Ikonvensional Di
Pulau Bangka.
1. Tambang inkonvensional di pulau Bangka.
Berbicara tentang kebijakan pertambangan timah di pulau Bangka
bukanlah persoalan baru melaikan persoalan klasik. Namun pada dekade ini hal
tersebut terus menerus actual di bicarakan oleh berbagai kalangan lapisan
masyarakat yang berkepentingan. Hal ini pula melatarbelakangi lahirnya peraturan
daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Sejarah
mencatat ada tiga periode pengelolaan Timah di pulau Bangka13. Pertama, timah
dikelola oleh penjajah, yang di perkirakan dimulai pada tahun 1667, kedua,
dikelola oleh perusahaan negara pada era 1950-1970, merupakan era boom
industry timah yang membawa dampak positif bagi sendi ekonomi nasional dan
komoditi timah mampu menggerakkan ekonomi masyrakat. Ketiga, setelah
tahun1970 dikelola oleh perusahaan perseoran terbatas ( PT Persero ) yang
dilakukan oleh PT (persero) Timah.
13 Darol Arkum, Kebijakan Pertambangan Timah Antara Das Solen dan Das Sein, 2007, hlm 1.
Ketika PT timah tidak lagi dapat memenuhi target produksi yang di
butuhkan, maka PT timah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu : (a)
mengeluarkan surat ijin produksi (SIP) kepada mitra kerjanya untuk menerima
bijih timah serta mengkoordinir kegiatan pendulangan oleh masyarakat, (b)
berdasarkan poin satu, mitra kerja PT timah mengeluarkan lagi surat izin
mengumpulkan pembeli kepada beberpa sunb mitra kerjanya untuk bertindak
sebagai coordinator pengumpul/pembeli bijih timah hasil pendulangan masyrakat
Tambang Inkonvensional. (c) setiap mitra kerja PT tambang timah di beri target
minimal bijih timah yang harus dipasok ke PT Tambang Timah perbulan, (d)
memberlakukan harga bijih timah sengan system bomus bertingkat.
Dampak dari kebijakan tersebut dan dengan terjadinya krisis ekonomi
sekitar akhir tahun 1998 yang berkepanjangan, memacu masyrakat kepulauan
Bangka beralih profesi menambang timah dengan melakukan Tambang
Inkonvensiaonal. Pada saat yang bersamaan diberilakukan Undang – undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang membawa perubahan
pada tata pemerintahan di daerah otonom. Undang-undang tersebut memberikan
kewenangan penuh berdasarkan asas desentralisi kepada kabupaten/ Kota untuk
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
Kondisi demikian diperkuat dengan munculnya kebijakan Pemerintahaan
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan npmor
164/MPP/Kep/4/1999 yang menetapkan ketentuan pencabutan status timah
sebagai komoditas strategis, sehingga membawa perubahan besar dalam
pengelolaan pertambangan. Dengan dikategorikannya timah sebagai barang bebas
( tidak diawasi )14, hal ini membawa implikasi bahwa timah tidak dimonopoli  lagi
oleh satu BUMN dan bahan galian timah dapat di eksploitasi dengan bebas oleh
siapapun. Kebijakan tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk
mengelola dan mengeksploitasi timah secara bebas. Kondisi demikian memberi
angina segar yang melegitimasi masyarakat untuk terlibat dalam penambangan
14 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambang jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
timah secara beabas. Persepsi masyarakat dengan cepat berubah dalam
memandang komoditi timah, dimana timah buakan lagi dianggap sebagai barang
yang dilarang tetapi sudah menjadi barang bebas untuk diperoleh dan diperjual
belikan oleh masyarakat setempat.
Keputusan Menteri Perdagangan da  Perindustrian tersebut, ditindak
lanjuti oleh terbitnya Keputusan Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001
tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Pengelolaan dan penjualan
(ekspor) kebijakan tersebut memicu munculnya Tambang Inkonvensional di
kepulauan Bangka. Terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindusrtian
Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 yang tidak memuat tata niaga timah sebagai
barang yang diatur, mengakibatkan tafsir atas timah yang awalnya adalah
komoditas strategis menjadi barang bebas yang perdagangannya ditaj diawasi
ataupun dilarang. Hal ini juga ikut memicu maraknya tambang inkonvensional di
Pulau Bangka.
Istilah TI sebagai kepanjangan dari Tambang Inkonvensional sudah sangat
dikenal di kalangan rakyat di Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupkan sebutan
untuk penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana,
yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk skala
penambangan yang lebih kecil lagi, biasanya disenut tambang Rakyat (TR). TI
sebenarnya dimodali oleh rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal
formal TI sebenarnya adalah kegiatan penambangan yang dapat dikatakan
melanggar hokum karena memang umumnya tidak memiliki izin penambangan.
Pada awalnya TI “dipelihara” oleh PT. tambang Timah ketika perusahaan itu
masih melakukan kegiatan penamangan darat di kepulauan Bangka Belitung. TI
sebetulnya muncul karena dulu PT. tambang timah melihat daerah-daerah yang
tidak ekonomis untuk dilakukan kegiatan pendahulangan oleh PT.  Tambang
Tiamah sendiri. Oleh karena itulah kepada pengelola TI diberikan peralatan
pendulangan mekanis yang sedehana. Peralatan ysng dibutuhksn memang tidak
terlalu rumit, cukup dengan ekskavator, pompa penyemprot air, dan menyiapkan
tempat pendulangan pasir timah. Metodenyapun sederhana tanah yang di ambil
dengan ekskavator kemudian ditempatkan di tempat pendulangan, dan kemudian
di bersihkan dengan air. Lapisan tanah yang benar-benar berupa tanah, dengan
sendirinya akan hanyut terbawa air, dan tersisa biasanya adalah batu dan pasir
tanah.
Pada mulanya pengelolaan TI melakukan kegiatan di dalam areala kuasa
penambangan (KP) PT. Tambang Timah dan kalau sudah habis pengelolaan
dapat pindah ke tempat lain yan ditentukan oleh PT. Tamabng Timah. Memasuki
era reformasi, di tahun 1999 akhir, masyarakat memulai mencari-cari lokasi di
luar KP milik PT Tambang Timah( persero), sehingga jumlah TI berkembang
pesat menjadi libuan. Tambang inkonvemsioanal kono diluar kendali karena
kebanyakan melakukan penambangan di luar KP milik PT. Tambang Timah.
Selama 2004-2006 tmabang inkonvensional berkembang pesat dengan
jumlah mencapai 6.507 unit daratan, yang berada di areal KP PT Timah Tbk dan
KP PT Kobatin. Dari ^.507 unit tambang inkonvensional yang dilengkapi dengan
izin baru 199 unit tambang atau sebesar 3,06 % yangh memiliki izin. Sisanya 96,
94 % tambang inkonvensional belum tersentuh oleh Pembina teknis dan
adminitratif dilihat dari segi tertib adminitratif dari Pemerintah daerah setempat.15
Hal ini tentunya sangat memprinhatinkan dilihat dari segi tertib admitrasi
pengelolaab pertambangan. Apalagi bila dilihat dari sudut pandang Undang-
Undang Nomor 67, maka tidak dikenal istilah tambang inkonvensional.
Dari kenyataan-kenyatan tersebut tampak ketidaksinkronan antara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok
pertambangan dengan keputusan Menteri Perdaganagn dan Perindustrian Nomor
294/MPP/Kep/10/2001, yang terkait dengan status timah. kKetidaksinkronanan
tersebut memicu maraknya kemunculan tambang inkonvensional yang juga tidak
sinkron dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dengan demikian terjadi
ketidak tertiban yang meluas dalam kegiatan penambangan di kepulauan Bangka
Belitung, karena banyak terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-
15 Bambang Yunianto, “Kajian Problematik Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung”, Jurnal Teknologi dan Mineral, Vol.5 Nomor.3, Juli 2009, hlm.97
undangan di bidang pertambangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
otonom/
Lokasi persebaran tambang inkonvensional daratab terklihat bahwa
sebagian besar berada pada lokasi bekas areal PT TImah sebesar 3.936 unit atau
sekitar 60,49 % dari seluruh jumlah tambang inkonvensional yang ada di daratan.
Kemudian tempat kedua terbesar adalah d areal bekas PT Kobatin sebesar1.300
unit atau sebesar 19,99 % dari jumlah seluruh tambang inkonvensional darat yang
ada di provinsi kepulauan Banagka Belitung. Sementara tamabang inkonvensional
apung (berada di perairan) berjulah 2.540 unit, dengan persebaran terbesar di
kabupaten Bangka  sebanyak 2000 unit atau sebesar 76,74 % dari seluruh TI
Apung selanjutnya di kabupaten Bangka Belintung Selatan sebanyak 500 TI
apung sebesar 19,69 % dari jumlah seluruh TI apung, dan di atau sebesar 1,57 %16
terlihat bahwa tambang inkonvensional lebih dari 60 persen muncul di lokasi
bekas areal PT Timah dan hampir 20 persen di bekas areal PT Kobatin.
Munculnya tambang inkonvensional yang demikian pesatnya, ternyata
juga dipicu karena lahan penambangan (kolog-kolong) PT Timah dan PT Kobatin
yang tidak ditata kembali dengan baik, sehingga masyarakat melakukan kembali
penambangan bekas lahan tersebut. Bila lahan bekas penambangan PT Timah dan
PT Kobatin telah tertata kembali dengan baik, maka tentunya masyarakat akan
sulit untuk melakukan penambangan. Untuk itu agar dapat menata maraknya
tambang inkonvensional, maka lahan bekas penambangan PT Timah dan PT
Kobatin seharusnya dilakukan reklamasi dan penataan kembali. Hal tersebut
diharapkan dapat mengurangi munculnya tambang inkonvensional.
Bekas-bekas penambangan TI umumnya dibiarkan saja sebagaimana
adanya, tanpa adanya upaya mereklamasi. Dengan luasan wilayah penambangan
antara dua sampai lima hektar, bolong-bolong pada permukaan tanah yang mereka
gali merupakan pemandangan yang tampak mengenaskan. Penambangan timah
inkonvesional di Kecamatan Belinyu kini masih ters berlangsung, termasuk di
kawasan hutan lindung. Salah satunya adalah di kawasan hutan lindung Gunung
16Ibid, hlm.97
Pelawan. Penambangan secara sembunyi-sembunyi tetap menambang timah
dikawasan terlarang tersebut. Akibat dari dilakukannya tambang inkonvesional
dapat merusak daerah aliran sungai, kawasan sempadan pantai, hutan lindung dan
hutan produksi. Lubang-lubang bekas penambangan menjadi tandus karena tidak
direklamasi.
Setelah itu terdapat peraturan lain yang menunjukan tumpang tindih
kebijakan dalam pengelolaan timah, yaitu keputusan Menteri Perdagangan dan
Perindustrian Nomor 443/MPP/Kep/5/2002 tentang larangan ekspor timah
berbentuk bijih (pasir) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan
Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha
Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor). SK Bupati ini
ditejemahkan masyarakat sebagai legalitas kepada semua pihak untuk dapat
mengolah atau mengekspor timah, sehingga memicu munculnya smelter-smelter,
yang mengelola bijih timah menjadi timah batangan. Pengolahan konsentrat
mineral tambang ini menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah karena
teknlogi pengolahannya masih dikuasai modal asing.17
Disisi lain keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor
443/MPP/Kep/2002, yang memperbolehkan timah diekspor hanya dalam bentuk
logam (timah batangan), juga memicu munculnya industry peleburan bijih timah
(smelter) swasta, dimana izin pembentukan smelter ini diterbitkan oleh Dinas
Perindustrian Kabupaten Bangka dan Walikota Pangkal Pinang. Hinga tahun 2008
terdapat 27 smelter bermunculan di Bangka. Menurut ketentuan undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967, kegiatan penambangan dan peleburan terikat dalam satu
kesatuan mata rantai usaha pertimahan. Namun karena pemilik smelter adalah
berbeda dengan penambang, maka pemilik smelter tidak memiliki KP tapi hanya
memiliki izin dari daerah otonom setempat. Akibatnya masing-masing daerah
otonom membuat peraturan sendiri-sendiri untuk melegalkan usaha smelter
tersebut. Sebagai konsekuensinya, smelter yang pada awalnya adalah suatu
17 Tuti Widyaningrum., Hak Menguasai Negara dalam Pemurnian Mineral Logam Kajian PP No.1
tahun 2017 terhadap UU No.4 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Filsafat
Hukum Vol.1 No.1 Tahun 2016.
kebijakan yang mensyaratkan adanya keterpaduan dengan wilayah lokasi
penambangan, kemudian oleh Pemerintah Daerah diizinkan berdiri sendiri tanpa
adanya wilayah penambangan yang dikelola sebagai pemasok bahan baku.
Kegiatan peleburan bijih timah sejak awal merupakan bagian intergral dari
kegiatan penambangan Mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan,
peleburan, pemurnian dimana bentuk perizinan penambangan mulai dari KP
eksplorasi, KP eksploitasi, hingga KP pemurniaan dan penjualan. Dalam undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 wewenang pemberian izin penambangan berada
pada satu lembaga yakni Departemen Pertambangan dan Energi (saat ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
Sudah menjadi kewajiban semua pihak, baik Pemerintah maupun rakyat
memanfaatkan potensi tambang bagi kemakmuran rakyat. Namun, hal itu belum
terwujud dalam pengelolaan pertambangan timah yang ada di sepanjang Pulau
Bangka, Pulau Belitung, Singkep dan Karimun-Kundur. Padaha, dunia mengakui
Indonesia sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina.
Dikawasan Asia Tenggara, Indonesia bisa disebut sebagai negara yang masih
memiliki kandungan timah berlimpah. Sayangnya potensi timah yang bisa
membawa Indonesia menuai pendapatan berlimpah untuk kemakmuran rakyatnya
belum diatur secara optimal. Masih sering terjadi penyeludupan timah melalui
penambangan illegal. Dapat diprediksi bahwa penambangan ilegal mampu
menghasilkan 60 ribu ton per tahun (di dalamnya tambang inkonvesional), dimana
jumlahnya hampir sama dengan jumlah produksi penambangan legal sebesar
71.610 per tahun. Hasil penambagan ilegal tentu tak masuk ke dalam kas negara,
terutama dalam bentuk royalty dan pajak. Telihat bahwa, antara jumlah produksi
penambangan legal dan penambangan illegal jumlahnya hampir berimbang saja.
Hal ini membawa konsekuensi kepada kehilangan pemasukan keuangan negara
hampir 50% dari hasil produksi timah di Kepulauan Bangka. Tentunya hal ini
perlu segera penataan lebih lanjut agar tujuan mencapai kemakmuran
sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud, dimana hal ini
sesuai pendapatan sebagaimana dikemukakan oleh Richard Barnes.
Biasanya timah dari aktivitas penambangan illegal dipasarkan ke sejumlah
negara, seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Cina. Menurut Batubara
(2008), ada sejumlah masalah yang mestinya segera mendapatkan solusi.
Permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya kebijakan nasional,
peraturan yang bermasalah, penegakan hukum yang tidak konsisten, KKN
berbagai oknum, pencurian, penyeludupan, perusakan lingkungan, dominasi asing
dan pemilik modal, serta kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Smelter di
Malaysia dan Thailand juga manadah timah seludupan dari Indonesia. Dalam tiga
tahun terakhir, hasil tambang timah Malaysia dan Thailand hanya sekitar 3000-
5000 ton/tahun. Namun, smelter dapat memproduksi batangan timah 25.000-
35.000 ton/tahun. Hal ini terjadi tentu karena adanya penyeludupan dari
kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan rilis Commodity Research Unit (CRU),
sejak tahun 2000-2008 timah Indonesia yang masuk pasar Internasional tanpa
dilaporkan secara resmi mencapai 266.000 ton. Jika diasumsikan harga rata-rata
timah US 14,000/ton dan kurs US/Rp=12.000 maka kehilangan negara dari
royalty yang besarnya hanya 2% dari harga jual, sudah mencapai Rp. 1 triliun.
Apalagi jika kerugian negara dari pajak ( minimal 25% harga jual )
diperhitungkan, kerugian negara bisa lebih dari Rp 13 triliun! Kerugian ini belum
memperhitungkan berbagai kehilangan kesempatan dalam seluruh lingkup
kegiatan bisnis industri timah akibat penyeludupan. Seluruh masalah ini saling
terkait dan telah berkontribusi terhadap tidak optimalnya hasil tambang timah bagi
pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Walikota Pangkal Pinang peraturan daerah yang dibuat sudah
cukup memayungi pendirian smelter, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 75 Tahun 2001, yang merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan umum
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pernyataan itu pada dasarnya
tidaklah tepat karena hanya dengan peraturan daerah-peraturan daerah itu tidak
cukup untuk menjadi paying baik dalam kegiatan tambang inkonvensional
maupun pembentukan smelter. Hal itu terjadi karena mata rantai usaha timah
mulai dari TI sampai smelter tidak satupun yang membayar pajak eksplorasi,
eksploitasi, royalty maupun pungutan lain yang berkaitan dengan usaha
penambangan timah. Keseluruhan mata rantai itu hanya membayar pajak kepada
Pemerintah daerah dan pajak ekspor. Jensis penambangan dalam bentuk tambang
inkonvensional tidak dikenal
Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Dengan demikian terjadi
ketidak sinkronan dalam pemberian izin pertambangan dalam pengelolaan
kegiatan pertambangan terjadi.
Dampak dari berbagai peraturan yang tidak sinkron itulah, maka
bermunculanlah kegiatan penambangan inkonvesional, yang pada akhirnya
berimplikasi kepada kerusakan lingkungan, dimana bekas lahan penambangan TI
tidak dapat lagi digunakan untuk pertanian. Selain perkembangan smelter juga
memicu terjadinya peningkatan penyeludupan timah ke luar negeri. Dalam kasus
ini balok-balok timah yang diseludupkan dikemas tanpa merk dagang, selanjutnya
negara penerimaan melebur kembali timah tersebut sebelum dipasarkan. Dari
kegiatan tersebut, tentu saja negara dirugikan baik dalam aspek ekonomi maupun
keberlanjutan lingkungan.
Hingga kini kegiatan TI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan masyarakat di Bangka. Dalam kegiatan penambangan timah dengan TI
terjadi hubungan antara kelompok-kelompok usaha dan kelompok-kelompok lain
yang memiliki kepentingan terhadap timah dan PT Timah. Antara kelompok
usaha penambangan timah yang satu dengan penambangan yang lainnya, terlihat
suatu bentuk hubungan kekuatan dan saling menguasai antara satu kelompok
dengan kelompok lainnya. Yang menjadi persoalan apakah TI termasuk kategori
pertambangan tanpa izin?
Pengertian pertambangan tanpa izin (PETI) ditemukan dalam pasal 31 ayat
(1) undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Penjelasan umum butir 2 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, yang menyatakan bahwa, dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya lima ratus ribu rupiah, barang siapa yang tiak mempunyai kuasa
pertambangan melakukan usaha pertambangan. Dengan Peraturan Pemerintah
tersebut diperjelas bentuk surat Keputusan atau Surat Izin mengenai Kuasa
Pertambangan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, kegiatan pertambangan
yang dilakukan tanpa izin disebutkan sebagai PETI ( pertambangan tanpa izin ).
Istilah Tambang Inkonvesional (TI), yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah, tidak dikenal baik dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 maupun
dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian secara yuridis
Tambang Inkonvesional merupakan suatu kegiatan usaha pertambangan yang
menyimpang dari bentu izin pertambangan sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
PT Timah selanjutnya menerjemahkan tambang inkonvensional yaitu
sebagai kegiatan penambangan timah dengan kemampuan memindahkan material
tambang dibawah 30m 3/jam. Berarti adalah tambang yang dilakukan dengan cara
sederhana, bisa dilihat dari hasil tambangnya, namun mempunyai SIPR. Namun
pengertian ini sekarang bergeser menjadi penambangan pasir timah yang
dilakukan oleh masyarakat secara umum tanpa memiliki izin dari Pemerintah,
sehingga masyarakat yang melakukan penambangan tanpa adanya kewajiban
untuk reklamasi dan membayar royalty, walaupun peralatan yang digunakan
sudah ada yag menyamai kemampuan seperti tambang besar, dengan
menggunakan alat-alat berat.
Awal munculnya istilah tambang inkonvensional (TI) merupakan upaya
Pemerintah Daerah untuk melegalisasi tambang ilegal yang dilakukan oleh rakyat
setempat, yang dapat dikategorikan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin).
Dengan mengadopsi konsep kemitraan PT Timah, maka tambang-tambang tanpa
izin yang juga sangat marak terjadi, diterbitkan melalui istilah Tambang
Inkonvensional. Usaha Pemda tersebut, sebenarnya bertujuan baik, namun
sayangnya bentuk perizinan yang diterbitkan Pemda tidak dikenal dalam eraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan, yang akhirnya dapat berakibat
masuk dalam kategori bertentangan dengan pasal 31 UU nomor 11 tahun 1967.
Dengan demikian secara yuridis sesuai prinsip Hukum Administrasi
Negara, kegiatan yang dilakukan oleh pihak tambang non konvensional dalam
rangka membantu PT Timah, secara hukum adalah sah karena dilakukan dalam
konsep kerjasama yang bersifat perdata. Pemegang izin KP nya tetap melekat
pada PT Timah. Hal ini dilakukan PT Timah selaku KP atas nama negara
berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Dimana
selanjutnya PT Timah atas nama negara, secara perdata dapat meminta bantuan
kepada mitra kerjanya. Sementara Tambang Inkonvensional diberikan langsung
oleh Pemda sebagai pejabat publik yang berwenang, namun sayangnya bentuk
izin tersebut tidak dikenal dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, sehingga
perlu diubah dengan bentuk izin yang disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pertambangan.
E. Kesimpulan
Pertama, beranjak dari kelemahan pengaturan tentang urusan
pemerintahan dalam pasal 7 dan pasal 10 undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dan produk hukum pelaksanannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001 serta euphoria otonomi, terjadi makin maraknya PETI di pulau bangka
sehingga terjadi kerugian besar bagi negara. Di tingkat sub nasional lahir
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan umum
yang mengatur bentuk prijinan yng dapat diberikan dalam pengusahaan
pertambangan yang disebut izin usaha pertambangan. Bentuk tersebut tidak
dikenal dalam Undangg-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sehingga timbuhlah
brbagai hambatan dalam implementasinya. Maraknya pertambangan yang
diakukan oleh masyarakat setempat dengan alas an merupakan pertbangan rakyat,
namun hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria pertambangan rakyat sebagiamana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Tambang ini disebut
sebagai Tambang Inkonvensional, yang pada dasarnya dianggap merupakan
pertambangan yag dilakukan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967, sehingg disebutu sebagai pertambangan tanpa izin (PETI). Hal
tersebut menjadi semakin parah dengan diterbitkannya Peraturan Menperindag
Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 yang menyatakan timah sebagai barang bebas.
Kedua, factor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang ditandai
dengan maraknya tambang inkonvensional .antara lain dengan penyelengaraan
desentralisasi bagi kabiapaten/kota tanpa disertai dengan dekonsentrasi.
Berdasarkan aturan daerah yang nyaris tanpa batas menyebabkan presepsi yang
berlebihan, sehingga peemerintah daerah membentuk kebijakan tanpa
memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan peraturan atau kebijakan yang
lebih tinggi (Kebijakan Pemerinta). Dalam kondisi demikian terjadilah tumpeng
tindih pengaturan dn ketidak sinkronan pengaturan bai kantar kabupaten/ kota
maupun antara kabupaten/ kota dengan provinsi serta anatara daerah otonom
dengan Pemerintah. Hal ini di tandai dengan dibentuknya Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan
Umum dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 tentng
Pemberian Izin Usaha Petambangan untuk pengelolahan dan pnjualan. Selai itu
harga timah yang melonjak di pasaran internasional, sehingga sangat menjanjikan
untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
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